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Kata Pengantar

Birokrasi adalah instrumen utama modernisasi, bahkan tingkat kecepatan capaian pembangunan suatu bangsa utamanya
ditentukan oleh kinerja birokrasi, sehingga upaya mereformasi birokrasi untuk mampu menjadi organisasi yang efektif,
efisien, transparan, akuntabel, dan adaptif adalah suatu keniscayaan.

Kemenko PMK sebagai instansi publik memiliki kewajiban untuk melakukan reformasi birokrasi bagi dirinya sendiri
sesuai dengan arah kebijakan utama reformasi birokrasi nasional, dan salah satu hal paling penting dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi adalah pelaksanaan program Quick Win. Quick Win merupakan kegiatan yang dapat dikedepankan
keunggulannya dari aspek kecepatan, capaian target, dan dampaknya, sehingga diharapkan mampu mendongkrak kinerja
organisasi secara keseluruhan.

Di tahun 2019, berdasarkan berbagai pertimbangan dan assesment Tim reformasi Birokrasi, Program Keluarga Harapan
(PKH) ditetapkan sebagai Quick Win Kemenko PMK oleh Menko PMK. Untuk itu laporan ini berupaya menggambarkan
perihal PKH sebagai Quick Win Kemenko PMK mulai dari penetapannya hingga pada capaian PKH, khususnya dalam
konteks kaitannya sebagai program Quick Win Kemenko PMK.

Semoga bermanfaat. Terima kasih.

Sesmenko PMK

Y.B. Satya Sananugraha
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|. Reformasi Birokrasi



Reformasi Birokrasi

DYNAMIC
GOVERNANC

Reformasi birokrasi merupakan salah
satu upaya pemerintah untuk mencapai
good governance dan -melakukan

pembaharuan serta perubahan mendasar

terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan terutama menyangkUt
aspek-aspek kelembagaan (organisasi),
ketatalaksanaan dan sumber daya
manusia aparatur. Reformasi birokrasi
tidak-hanya terkait dengan penataan
penyelenggaraah pémerintahan semata,
yang harus efektif dan efisien, tetapi juga
harus menjadi tulang punggung dalam

- perubahan kehidupan berbangsa dan

bernegara.

Secara singkat Reformasi birokrasi
diartikan sebagai upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar
terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintah dalam rangka mewujudkan
tata kelola kepemerintahan yang baik
(good governance).

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah
tefwu‘judnya tata kelola kepemerintahan
yang baik dengan-aparatur berintegritas,
produktif,dan memberikan pelayan secara
prima dalam rangka meningkatkan
kepercayaan publik. |

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Kemenko PMK) sebagai instansi
Pemerintah juga memiliki-kewajiban untuk
melaksanakan reformasi birokrasi sesuai
dengan arah yang telah ditetapkan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara.

-Yang menjadi sasaran reformasi birokrasi

di Kemenko PMK adalah terwujudnya
pegawai Kemenko PMK yang berintegritas,
berkinerja tinggi, dan melayani secara
prima. Sedangkan nilai — nilai yang
dijunjung oleh Kemenko PMK dalam
melaksanakan reformasi birokrasi adalah:
Integritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong



Pelaksanaan RB di Kemenko PMK melingkupi
aspek administratif- prosedural (system set), pola’
pikir (mind set), dan budaya kerja (cultural set).

Indikator bagi tercapainya sasaran RB tercermm = N

dalam Indikator Kinerja Utama Kemenko PMK. [

I.  Tingkat Capaian K/L terhadap target IPM |

2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepenfiﬁgan'
atas KSP Mantap Pelayanan §

: VISI: b )

Menjadl Koordlnator bldang Pembangunan Manu5|a dan |
Kebudayaan dalam rangka mewuludkan Indonesia yang
berdaulat mandlrl dan berkeprlbadlan berdasarkan gotong

: /royong. :

3. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingah_ /

atas KSP Mantap Pemberdayaan MISI

L7 2 Menlngkatnya kualitas koordlna5| smkronlsa5| rumusan
| dan ~penetapan kebuakan dan pengendallan pelaksanaan
' kebuakan di bidang Pembangunan Manusia dan
A 4 ~_Kebudayaan.
. Menlngkatnya kapaS|tas kelembagaan Kemenko PMK.

4. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan "
atas KSP Mantap Karakter

5. Jumlah Kebijakan Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

6. Nilai Reformasi Birokrasi

N

Opini BPK terhadap laporan keuangan
8.  Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Perintah



I Area Manajemen Perubahan |
2. Area Penataan Peraturan Perundang—undangan v
3 Area Penataan dan Penguatan Orgamsasu
4 Area Penataan Tatalaksana R S
5, Area Penataan Sistem Manajemen SDM
6. Area Penguatan Pengawasan
e
8.
9

Area Akuntabilitas Kinerja ,
Area Kualltas Pelayanan Publlk

Pelaksanaan Qu:ck Wms 4
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2. Penetapan Quick Win



Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah

dan cepat dicapai dalam waktu satu tahun yang
mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi
birokrasi terutama berkaitan dengan pemberantasan
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta peningkatan
kualitas pelayanan publik.

Kenapa diperlukan Quick Win, alasannya adalah untuk
memperoleh momentum awal yang positif & kepercayaan
diri dari instansi maupun masing — masing individu

pegawai, serta untuk membangun image positif bagi
pelaksanaan RB dengan segera menunjukan hasilnya

QuickWins Kemenko PMK:

Tahun 2017: Gerakan Nasional Revolusi Mental
Tahun 201 8:Transformasi Program Bantuan Sosial
Pangan dari Rastra ke BPNT; dan Program Padat Karya
Tunai Desa (PKTD)

Tahun 2019: Program Keluarga Harapan

% Pengungkit

% Mudah dan cepat
% Motivasi
% Memperbaiki
% Meyakinkan dan nyata

¢ Independen



NO LANGKAH PENJELASAN
I Identifikasi pemangku ¢ Yang memiliki kepentingan
kepentingan utama e Yang mempengaruhi penilaian

*  Yang terkena dampak

2 Identifikasi keluaran utama e Output KSP
*  Output yang digunakan Pemangku Kepentingan

3 Identifikasi harapan pemangku | *  Kualitas, Kecepatan, Ketepatan, Kepastian, Prilaku
kepentingan

4 Penilaian Kinerja saat ini *  Sebagai baseline
*  Mengetahui seberapa besar perubahan yang diinginkan

5 Peningkatan kinerja * Bidang kerja yang memberikan dampak besar bagi
pemangku kepentingan
* Analisis tingkat kesulitan dan pencapaian dalam waktu 12 Lo
bulan HOW TO
6 Penyiapan Sumber Daya * Biaya (RKAKL/DIPA), SDM, Keahlian

7 Penetapan Quickwin *  Permenko, Launching




NO KEGIATAN PENJELASAN
QWI Integrasi Sistem Peringatan Dini KSP integrasi Sistem Peringatan Dini melalui revisi PP Penanganan Bencana
Sasaran 2019: Penetapan Revisi PP
QW2 Transformasi Bantuan Pangan KSP mendorong pencapaian realisasi tranformasi BPNT
Non Tunai BPNT Sasaran 2019: 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
QW3  Program Keluarga Harapan KSP mendorong realisasi pemberian bantuan PKH
(PKH) Sasaran 2019: 10 juta KPM
QW4  Pencegahan Stunting KSP pembentukan Pokja Aksi Pencegahan Stunting (ACS) di 160 Kab/Kota
Sasaran 2019: Terbentuknya Pokja ACS di 160 Kab/Kota
QWS5  Pelayanan Haji KSP mendorong peningkatan kualitas pelayanan ibadah Haji
Sasaran 2019: Indeks Kepuasan Pelayanan Haji 87,5%
QWS&é  Penyusunan Rencana Induk KSP mendorong penyusunan RIPK
Pemajuan Kebudayaan (RIPK) Sasaran 2019: Tersusunnya RIPK
QW7 Pembentukan Kab/Kota Layak KSP mendorong pembentukan Kabupaten/Kota yang layak anak
Anak (KLA) Sasaran 2019: Pembentukan KLA di 160 Kab/Kota
QW8  Percepatan Pencapaian target KSP mendorong pembentukan KPPN melalui advokasi/fasilitasi penyusunan
Kawasan Perdesaan Prioritas Master Plan KPPN di 60 Kab
Nasional (KPPN) Sasaran 2019: 60 SK Bupati tentang Penetapan KPPN
QW9 Reorganisasi Kemenko PMK Penyiapan Organisasi dan Tata Kerja baru yang menyesuaikan dengan susunan

tugas dan fungsi Kemenko dalam Pemerintahan tahun 2019 — 2024
Sasaran 2019: Permenko tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko




Berdasarkan Permen PANRB No 13/201 | tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins, tujuh prinsip dalam perumusan
Quick Wins Kementerian/Lembaga yaitu sebagai berikut:

NO VARIABEL PENJELASAN

I.  Pengungkit Kegiatan yang dipilih bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan
kepercayaan diri untuk sepanjutnya melakukan sesuatu yang berat.

2. Mudah dan Cepat Kegiatan yang dipilih mudah dilaksanakan dan hasilnya cepat dirasakan.

3. Dampak Kegiatan yang dipilih mampu membeeikan dampak positif yang besar bagi para
pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepercayaan dan motivasi.

4. Memotivasi Kegiatan yang dipilih mudah dikerjakan dan cepat dicapai, sehingga diharapkan dapat
memotivasi individu/kelompok di dalam K/L dan Pemda untuk melanjutkan ke
pekerjaan yang lebih berat.

5. Memperbaiki Kegiatan yang dipilih mampu memperbaiki sistem dan mekanisme kerja secara
organisasional di masing - masing KL.

6. Meyakinkan dan Nyata Kegiatan yang dipilih mampu meyakinkan pemangku kepentingan dengan cara kegiatan
yang dipilih cepat menberikan manfaat nyata.

7. Independen Kegiatan yang dipilih dibawah kontrol penuh K/L dan keberhasilannya tidak tergantung

pihak lain.




PENGUNGKIT: Apakah kegiatan ini bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal positif

dan kepercayaan diri untuk melaksanakan kegiatan yang lebih berat? (Skala: Tidak bermanfaat
(I) ---- (5) Sangat bermanfaat

MUDAH DAN CEPAT: Apakah kegiatan ini mudah dilaksanakan dan hasilnya cepat dirasakan
(Skala: Lamban dan sulit (1) ---- (5) Sangat mudah dan Cepat)

DAMPAK: Apakah kegiatan ini mampu memberikan dampak positif bagi pemangku
kepentingan untuk meningkatkan kepercayaan? (Skala: Tidak mampu meberikan kepercayaan
(1) --- (5) Sangat memberikan kepercayaan)

MEMOTIVASI: Apakah hasil pelaksanaan kegiatan ini dapat memotivasi pegawai untuk
melaksanakan tugas yang lebih berat? (Skala: Tidak memotivasi (1) --- (5) Sangat memotivasi)

MEMPERBAIKI: Apakah kegiatan ini mampu memperbaiki sistem mekanisme kerja
organisasional di K/L?
(Skala: Tidak memperbaiki (1) --- (5) Sangat memperbaiki)

MEYAKINKAN DAN NYATA: Apakah kegiatan ini mampu meyakinkan pemangku
kepentingan bahwa kegiatan dapat memberikan manfaat nyata (Skala: Tidak meyakinkan (1) --
(5) Meyakinkan & memberikan manfaat nyata)

INDEPENDEN: Apakah keberhasilan kegiatan ini dibawah kontrol Kemenko PMK atau K/L
lainnya?
(Skala: Diluar control (I) --- (5) Sangat di dalam kontrol Kemenko PMK)

NO KEGIATAN QUICKWINS TOTAL NILAI PERINGKAT

I QWI Sistem Integrasi 410 Vi
w0
3 QW3 PKH 474 Il
4 QW4 Stunting 429 \'
5 QWS Haji 446 n
6 QWS RIPK 395 Vil
7  QW7KLA 403 vil
8 QWS8KPPN 379 IX
9 QW9 Reorganisasi Struktur 439 v

Masing masing usulan kegiatan Quick Win/hasil
identifikasi diatas dimasukan keasalam formulir
langkah penetapan Quick Win untuk diketahui
kelayakan atau tidaknya. Kemudian Tim
membandingkan seluruh formulir dari masing —
masing usulan kegiatan Quick Win, dengan
menggunakan pandangan seluruh anggota Tim
Reformasi Birokrasi Kemenko PMK, beserta
pejabat lainnya yang terkait kegiatan dimaksud,
melalui pengisian kuisioner yang memberikan
penilaian terhadap masing — masing usulan
kegiatan Quick Win tersebut.

Kriteria penilaian menggunakan skala | --- 5:dimana
| mewakili penilaian paling tidak baik dan 5 mewakili
penialaian paling baik sesuai dengan pertanyaan
masing — masing variabel.
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KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang 2 a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi
pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, perlu menetapkan Program
Percepatan (Quick Wins) Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG
PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS) KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN TAHUN 2019,

Menetapkan Program Percepatan (Quick Wins) Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Tahun 2019 yaitu Program Keluarga Harapan.

Seluruh unsur pimpinan satuan unit organisasi di
Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan agar mendukung sepenuhnya
dalam pelaksanaan dan pengendalian Program Percepatan
(Quick Wins) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Tahun 2019.

Implementasi Pelaksanaan Program Percepatan (Quick Wins)
secara periodik dilaporkan kepada Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan.

Berdasarkan perhitungan hasil kuisioner QW, berikut ini adalah peringkat teratas kegiatan QW yang diusulkan, yaitu:

. BPNT
2. PKH
3. Layanan Haji

Hasil tersebut disampaikan kepimpinan dan ke unit kerja terkait. Dan selanjutnya atas rekomendasi unit kerja terkait, disebabkan faktor —
faktor teknis lapangan, maka direkomendasikan agar PKH yang dijadikan QW Menko PMK, untuk kemudian diusulkan kepada Menko PMK

agar dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan Menko PMK.
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3. Program Keluarga Harapan dan
Capaian ‘



N

PKH adalah program pemberian
bantuan sosial bersyarat

kepada Keluarga kurang mampu yang

ditetapkan melalui Basis Data
Terpadu (BDT) sebagai keluarga
penerima manfaat (KPM) PKH.

Tujuan dari PKH adalah sebagai'

stimulan keluarga kurang mampu

dengan komponen ibu
hamil/nifas/anak usia dini untuk
memanfaatkan berbagai fasilitas
layanan kesehatan (faskes) dan

fasilitas layanan pendidikan (fasdik).

Sejak tahun 2016 PKH juga mulai
menambahkan
komponen penyandang disabilitas
dan lanjut usia.

: prdgram pemberian bantuan sosial
bersyarat kepada Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) yang
‘ditetapkan sebagai keluarga

. KE LUARGA ___penerima ban;uan sosial PKH '
"HARAPAN “ | |

“ Meraih Keluarga Sejahtera

PROGRAM

KPM PKH h'arus-terdaftard;an. hadir pada fasilitas kesehatan dan |
pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidahg kesehatan meliputi
pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, Apembevria_n asupan gizi dan imunisasi
serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban
di bidang pendidikan adalahlmendaftarkan dan memastikan kehadiran
anggota keluarga PKH ke satuan pehdidikén_sésdai jenjang sekolah dasar
dan menengah, sedangkan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu

penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun.



Sebagai Kementerian dengan fungsi
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pengendalian, Kemenko bidang PMK
melakukan berbagai upaya dalam
percepatan bansos PKH seperti
rapat koordinasi, rapat triwulan
serta monitoring dan evaluasi
kebijakan pelaksanaan PKH di
daerah.

Melalui fungsi KSP Kemenko PMK
terus meningkatakan cakupan
penerima bansos PKH, kemudian—
pada tahun 2017 penyaluran PKH
yang disalurkan dengan metode
tunai yaitu PT. POS kemudian

bertransformasi menjadi penyaluran

non tunai yang dilaksanakan oleh &

Himpunan Bank Milik Negara
“HIMBARA” (BNI, BRI, BTN dan
Bank Mandiri). Hal tersebut
dimaksudkan agar bansos PKH
dapat tepat sasaran dan jumlah serta
sebagai permulaan agar masyarakat
kurang mampu dapat mengenal

keuangan inklusi.

4 Masyarakat Kurang Mampu (I I% BDT terbawah) dengan komponen dalam

Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7- 8% pada
tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. Hasil penelitian lain
menunjukkan bahwa PKH yang. terintegrasi ‘dengan' berbagai program perlindungan
sosial seperti JKN, Rastara, BPNT dan berbagai program lainnya memberikan
dampak terhadap penurunan angka kemlsklnan yang dibuktikan dengan angka
kemiskinan men]adl satu dlglt yaitu 10,12 persen 20I7 men]adl 94I persen Maret
20I9 ' : %

keluarga: | . .
L) bahanil ! © PR A e N *.rjRp.z.i,t_oo.ooo,-
\ Anak Usia 0 s.d 6 tahun 7 el . Rp.2.400.000,-
SD/sederajat’ - / o " 'Rp. 900.000,-
- SMP/sederajat ’ | . Rp.1.500.000,-
SMA/sederajat Rt 2 '~ Rp.2.000.000,-
Disabilitas berat % / . o : - Rp.2.400.000,-
Lansia diatas f60 tahun - _ - el N\ Rp.2.400.000,-



PENJELASAN '~

NO LANGKAH
PKH
I Pemangku kepentingan Kemensos v
utama Pemprov/Pemkab/Pemkot
Keluarga Kurang Mampu
Hlmbara (BN, BRI BTN dan Mandm)
2 Identifikasi keluaran Pelaksanaan PKH dapat tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat juga membantu  ,
utama Keluarga Penerima. manfaat dapat keluar darl kemlsklnan sehlngga dapat memutus rantal“
s kemlsklnan - @ { fe A | s B2 W \
= 'Memperkenalkan Perbarikén kepada Keluarga Kurang Mampu melalw bansos non tunal
3 Identifikasi harapan Penyaluran bansos PKH dapat terlaksana dengan baik’ dan benar kepada 10 juta KPM
pemangku kepentingan . sesuai target |
. Kebutuhan anggaran penyaluran PKH tahun 20I9 dapat tercukupl
:Data BDT untuk 10 juta KPM tersedia dari Pusdatin £ :
~ Data BDT 10 Juta KPM dan Anggaran 32,4T tersedla untuk pelaksanaan PKH dengan
skema non flat tahun 2019~
Optimalisasi pelaksanaan darl kemensos dan himbara serta dukungan dari pemda selaku
pemilik W|Iayah dalam mendukung pe|aksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
4 Penilaian Kinerja saat ini Kemensos terus mengembangkan e- PKH guna mengoptlmallsaS|kan peksanaan PKH

Pemda terus melakukan update data masyarakat kurang mampu melalui SIKS-NG yang
kemudian akan dimasukkan dalam BDT

Himbara memperkuat sektor fasilitas perbankan untuk memperlancar penyaluran PKH
secara non tunai




NO

LANGKAH

PENJELASAN

Peningkatan
kinerja

Penyiapan
Sumber Daya

Penetapan
Quickwin

Perubahan skema flat menjadi non flat dengan meningkatkan indeks bantuan per
komponen, sehingga pemenuhan kewajlban KPM dapat lebih diperhatikan

Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang semula berbasis offline telah di tingkatkan
menjadi e-PKH berbasis android yang dapat diakses pada daerah 3T sekalipun, serta
dilengkapi dengan aplikasi yang mendukung pelaksanaan PKH dengan skema non flat

Kemenko PMK mempersmpkan Anggaran untuk pelaksanaan KSP dan Monev untuk -
optimalisasi PKH

Keasdepan jamsos telah menambah 3 orang CPNS untuk memperlancar KSP dengan
K/L terkait :

Pelaksanaan rapat koordinasi dengan K/L setiap Triwulan untuk memastikan _pelaksanaan
program ' - :

Monev PKH di daerah sebagal identifikasi masalah pelaksanaan PKH di daerah

Masuk dalam Permenko QW 201 9
Launching




Tahun

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Target (KPM)

Realisasi

(KPM)

%

2014

4,449,944,358,000

4,399,051,425209 |

798,86

3,000,000

2,791,773

93,26

2015

5,580,195,777,000

5,580,165,855,000

3,500,000 |

3,510,054

100,29

2016

7,795,830,092,000

 7,791,392,301,186 |

99,94

/6,000,000

5,981,528

. 199,69

2017

11,340,000,000,000 |

H

111,339,935,095,000

- 100

" 6,000,000

| 6228810

2018

17,520,807,819,000.

| 17,520,807,749,200

99,99 |

10,000,000

10,000,232

1100,0023

2019
Tahap IV

32,65 1,342,800,000 b

32,.651,342,800,009 ‘

108

. 10,000,000-|

9.841.270
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Sebagaimana arahan Presiden Rl bahwa pada tahun 2019 anggaran PKH meningkat menjadi Rp32,65 Triliun, dengan target 10
juta KPM, menggunakan Skema Non Flat, menindaklanjuti hal tersebut Kemenko PMK melalui Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang
dipimpin oleh Ibu Puan Maharani selaku Menko PMK dan dihadiri oleh Menteri Sosial dan Menteri Bappenas sehingga disepakati
peningkatan indeks (jumlah) bantuan tiap komponen yang diharapkan memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan
angka kemiskinan, bantuan sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen

yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Bantuan Tetép untuk Setiap Keluarga,
Reguler:Rp. 550,000,/ keluarga /tahun
PKH AKSES: Rp.|1.000.000,-/ Keluarga / tahun

Bantuan Komponen untuk Seﬁiap Jiwa dalam
_Keluarga PKH : ”

~ Ibu hamil~  :Rp.2.400.000,-
Anak usia dini: Rp. 2:400.000,-
SD . ' :Rp. 900.000,-

- SMP Rp. 1.500.000,-
SMA -~ :Rp.2.000.000,-

Disabilitas - : Rp.2.400.000,-
Lanjut/usia :Rp.2.400.000;-

Bantuan komponen diberikan maksimal untuk
4 jiwa dalam satu keluarga.

-

Sumber : Data Penyaluran PKH Tahap | dan Il Tahun 2019, Kemensos



CAPAIAN PKH 2019

Realisasi penyaluran Program
Keluarga Harapan Tahap IV per
10 Desember 2019 mencapai 9,8
juta KPM dengan penyaluran
bansos sudah 100%.

Berbagai dinamika terjadi dalam
pelaksanaannya namun tidak
mengganggu capaian PKH tahun
2019.

Hal penting yang dapat dicapai
sebagai bagian dari capaian besar
PKH adalah bahwa pada tahap IV
penyalurannya sudah
menggunakan e-PKH.

Meskipun dilihat dari jumlah keluarga
PKH tahun 2019 tidak mencapai
target 10 juta KPM dan hanya
terealisasi 9,8 juta KPM, namun dari
aspek komponen didalamnya terjadi
peningkatan bantuan komponen yang
signifikan khususnya pada komponen
lansia dalam KPM, dari 2,4 juta
menjadi 3,1 juta jiwa lansia dalam
KPM. Sehingga terdapat kekurangan
anggaran untuk memenuhi target 10
juta KPM. Sebagai informasi bahwa
sebelumnya lansia masuk dalam
bantuan komplementer di luar PKH.

Beberapa permaslahan strategis yang
ditemui dan dapat diatasi serta
sebagai pembelajaran pelaksanaan
PKH selanjutnya,yaitu: kepastian
tersampaikannya bantuan oleh
HIMBARA dan kesalahan
memadsukkap data keluarga miskin
sehingga Kemenko PMK terus
melakukan KSP secaraintensif dalam
rangka mngonfirmasi program dapat
“receive” tidak hanya ‘“sent .



Pembaruan Data

Dalam PKH, bantuan yang diterima oleh KPM terbagi menjadi 2 (dua), yaitu bantuan tetap dan bantuan
komponen. Bantuan tetap untuk tiap KPM pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 550.000,-, sementara bantuan
komponen diberikan berdasarkan komposisi anggota keluarga. Bantuan komponen ini diberikan kepada ibu
hamil, anak usia dini, SD, SMP, SMA, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat; dengan perhitungan maksimal 4
(empat) jiwa dalam tiap KPM. Untuk tahun 2020, bantuan tetap akan dihilangkan, sementara bantuan komponen
untuk ibu hamil dan anak usia dini akan dinaikkan.

Agar penyaluran bantuan ke KPM dapat dilakukan secara efektif, dilakukan perbaruan data tiap triwulan. Hal ini
berarti penyaluran bantuan pun dilakukan secara bertahap (tiap triwulan) dalam setahun berdasarkan data yang
telah diperbarui. Perbaruan data ini memungkinkan adanya perbedaan jumlah KPM yang menerima bantuan tiap
triwulannya. Apabila KPM tidak memenuhi kewajiban dan/atau dinilai sudah tidak layak mendapatkan bantuan,
maka bantuan tersebut akan dihentikan pada penyaluran berikutnya. Sementara itu, adanya perbaruan data
terkait komposisi KPM akan ditindaklanjuti pada penyaluran tahun berikutnya. Salah satu contohnya yaitu
apabila ada anggota keluarga yang naik jenjang pendidikan dari SD ke SMP, maka nominal bantuan yang diterima
pada tahun berikutnya akan lebih banyak daripada nominal sebelumnya.

Perbaruan data KPM PKH tersebut dilakukan melalui kanal e-PKH. Dalam hal ini,yang bisa mengakses dan
memperbarui data di e-PKH adalah Pendamping PKH. Perbaruan data melalui e-PKH tersebut nantinya akan
diverifikasi oleh Koordinator Kabupaten (Koorkab). Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi kesalahan data KPM

sehingga bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran.



Pendamping PKH adalah salah satu unsur penting dalam tercapainya tujuan PKH.Tugas Pendamping PKH yakni melaksanakan
pendampingan bagi para KPM PKH di tingkat kecamatan. Pendampingan ini dilakukan dalam keseluruhan proses pelaksanaan
PKH, mulai dari tahap pertemuan awal,validasi dan perbaruan data, hingga pelaporan penyelesaian masalah yang timbul dalam
pelaksanaan PKH di lapangan. Selain itu, Pendamping PKH juga bertugas memastikan KPM PKH menerima hak dan memenuhi
kewajibannya,antara lain: (1) Menerima dana bansos PKH yang tepat jumlah dan tepat sasarannya; (2) Mengikuti Pertemuan
Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) secara berkelompok paling sedikit sebulan sekali;dan (3) Mendapatkan manfaat
program bantuan komplementer. Dalam hal ini,Pendamping PKH harus melakukan verifikasi komitmen KPM, yakni kegiatan
untuk memastikan anggota KPM telah terdaftar dan hadir memenuhi persyaratan program pada fasilitas kesehatan, fasilitas
pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial.

Khusus untuk anggota KPM yang lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat, pendampingan dilakukan oleh pendamping
sosial khusus untuk urusan rehabilitasi sosial lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat. Dalam tugasnya, Pendamping PKH
juga mengadakan pertemuan kelompok PKH bulanan.Pada pertemuan tersebut, Pendamping PKH menjalankan fungsi
penanganan pengaduan masyarakat serta edukasi pengelolaan bantuan nontunai dan literasi keuangan inklusif. Berdasarkan
penjabaran tersebut, dapat dipahami bahwa Pendamping PKH mengemban tugas yang tidak mudah, dan keberadaannya sangat
krusial dalam efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PKH itu sendiri. Dalam pelaksanaannya,belum ada standar yang pasti terkait
kuantitas dan kualitas Pendamping PKH.Belum adanya standar perbandingan komposisi antara Pendamping dengan KPM
mengakibatkan | orang Pendamping bisa bertugas memegang KPM di 2 kecamatan.Sementara itu, belum adanya standar kualitas
Pendamping mengakibatkan sulitnya penilaian kinerja Pendamping dan sulitnya asesmen kebutuhan untuk peningkatan
kemampuan Pendamping. Untuk itu, masih perlu dilakukan koordinasi terkait penentuan standar Pendamping yang tepat bagi
terselenggaranya PKH yang efektif dan efisien.



Program Komplementer & PKH Adaptif

Dalam pelaksanaan PKH, KPM berhak mendapatkan program bantuan
komplementer dalam bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi,
ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
Program-program tersebut antara lain: (1) Jaminan Kesehatan Nasional;
(2) Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra); (3) Bantuan Pangan
Non Tunai (BPNT); (4) Program Indonesia Pintar (PIP); (5) Kelompok
Usaha Bersama (KUBE); (6) Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu); (7)
Asistensi Lanjut Usia Terlantar (Aslut); (8) Asistensi Sosial Penyandang

KOMPLEMEN-

m TARITAS | Disabilitas Berat (ASPDB); dan (9) Bantuan sosial lainnya yang berasal
PKH / CCT dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun pihak swasta. Bantuan

komplementer = tersebut diberikan sebagai upaya percepatan
penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Dalam hal ini, Pendamping

| ' ‘gum‘ PKH bertugas memastikan anggota KPM mendapatkan bantuan
KUBE ' LANJUT komplementer sesuai dengan komponennya. Dengan adanya integrasi
TERLANTAR PKH dengan program' bantuan komplementer tersebut, diharapkan

JKN KPM dapat dengan mudah memaksimalkan potensi anggota keluarganya

sebagai upaya peningkatan kualitas hidup mereka.

Untuk mengakomodasi keluarga yang jatuh miskin karena menjadi korban bencana atau kejadian luar biasa, pemerintah telah
menerbitkan PKH Adaptif. PKH Adaptif ini diberikan kepada keluarga terdampak bencana alam maupun bencana sosial yang telah
lolos proses verifikasi dan validasi. KPM dari PKH Adaptif ini mengisi kuota kepesertaan dari KPM yang telah tergraduasi atau telah
lulus dari PKH. Dalam praktiknya, PKH Adaptif yang diberikan tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan dalam bentuk uang,
namun juga bantuan psikososial terkait pemulihan fungsi KPM dari trauma pasca kejadian bencana yang dialami. Dengan begitu,
diharapkan KPM dari PKH Adaptif dapat segera bangkit dan menjalankan fungsi kehidupannya sehari-sehari dengan lebih baik.



KSP KEMENKO PMK

Untuk memastikan PKH berjalan secara efektif dan efisien, Kemenko
PMK telah melaksanakan koordinasi,sinkronisasi,dan pengendalian
(KSP) melalui rapat koordinasi serta kegiatan monitoring dan
evaluasi. Melalui Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kemenko PMK melakukan rapat
koordinasi tiap triwulan untuk memantau sekaligus mengevaluasi
pelaksanaan PKH.

Berdasarkan KSP yang telah dilakukan, diketahui bahwa
permasalahan PKH secara umum terletak pada penyaluran bantuan
kepada KPM. Dalam hal ini,isu yang sering muncul adalah terkait
bantuan PKH yang disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara
(HIMBARA) sudah benar-benar diterima oleh KPM atau tidak.
Untuk menangani permasalahan ini, terus dilakukan penguatan
proses rekonsiliasi atau konfirmasi penyaluran bantuan, baik
rekonsiliasi oleh bank maupun pendamping.

Selain itu, permasalahan yang masih terjadi yakni terkait inclusion dan
exclusion error. Inclusion error adalah kesalahan karena memasukkan
keluarga yang tidak miskin ke dalam data, sementara exclusion error
adalah kesalahan karena tidak memasukkan keluarga miskin ke dalam
data. Dalam permasalahan ini, dibutuhkan adanya proses verifikasi
dan validasi data calon KPM secara ketat dengan melibatkan
berbagai pihak. Untuk itu, Kemenko PMK terus melakukan fungsi
KSP agar PKH dapat disalurkan tepat sasaran secara efektif dan
efisien.
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Keluarga PKH Dari total 9.841.270 KPM di tahun 2019, didalamnya terdapat

d jumlah ta kel A ‘ ,
engan JHmiah anggota keluarga 42.682.035 orang. Dari dari total jumlah anggota keluarga tersebut,
42.6 82.03 5 terdapat 5 jenis bantuan komponen, yaitu ibu hamil, anak usia dini,

Orang anak sekolah, lansia, dan disabilitas berat.

Sumber: EPKH berdasarkan Data Penyaluran Tahap IV tahun
2019 (update || Desember 2019)



Realisasi Bantuan Sosial PKH Tahun 2019
Per 10 Desember 2019

TAHAP |

Bank

KPM-SP2D

(orang)

Mominal (Juta)

Penyaluran ke Tabungan

KPM
{orang)

MNominal
(Juta)

Pencairan
Dana (KPM)

_-___-__-

Mandiri 1,557,130 2072,039 1,557,114 10000 2,072,017 10000 1556121 9994
BRI 3,740,854 5055667 3,740,808 100.00 5055613710000 3,721,920 9950
BNI 3,911,349 4789976 3,911,295 10000 4789912 10000 3,911,165 100.00
BTN 278,576 337,765 278,576 100.00 337,765 100.00 277,324 9955
Jumlah 9,487,909 12,255,446 9,487,793  100.00 12,255,307 100.00 9,466,530 99.78

TAHAP 1I

Bank

KPM-5P2D

(orang)

MNominal (Juta)

Penyaluran ke Tabungan

KPM
{orang)

MNominal
(Juta)

Pencairan
Dana (KFPM)

_-___-__-

Mandiri 1,581,550 1212.015 1581440 9999 1211931 9999 1579924 9990
BRI 3 809,745 2940378 23,809,700 100.00 2940339710000 3792194 9954
BNI 4,155,069 2801203 4154924 10000 2,801,106 100.00 4,154905 100.00
BTN 276,175 184,934 276,174 100.00 184,933 100.00 274093 9925
Jumlah 9,822,539 7.138,530 9,822,238 100.00 7,138,309 °100.00 9,801,116 99.78



Realisasi Bantuan Sosial PKH Tahun 2019
Per 10 Desember 2019

TAHAP I
Penyaluran ke Tabungan Pencairan
Bank | KPMSP2D I\ ominal (Juta) Nominal Dana (KPM)| %
(orang)
orang (Juta)

Mandlrl 1,553,450 1,300,450 1,548,929 99.71 1,295,429 99.61 1,541,887 99.55
BRI 3,682,591 3,108,623 3,682,463 100.00 3,108,500 "100.00 3,585,865 97.38
BNI 4,059,535 3,044,559 4,023,304 99.11 3,008,419 98.81 4,022,923 99.99
BTN 260,096 196,192 260,093 100.00 196,190 "100.00 250,663 96.37
Jumlah 9,555,672 7,649,824 9,514,789' 99.57 7,608,537' 99.46 9,401,338 98.81

TAHAP IV
Penyaluran ke Tabungan Pencairan

Nominal (Juta) KPM Nominal Dana (KPM)
% %
orang (Juta)

.A /B8 | c | o0 | E | F | G | H | I |

KPM-SP2D

(orang)

Mandiri 1.587.274 956.214 1.587.274 100,00 956.214 100,00 1.535.740 96,75
BRI 3.758.575 2.286.158 3.758.575 100,00 2.286.185 100,00 3.679.061 97,88
BNI 4.219.911 2.307.651 4.219.911 100,00 2.307.651 100,00 4.150.359 98,35
BTN 275.510 153.250 275.510 100,00 153.250 100,00 275.510 100,00
Jumlah 9.841.270 5.703.273 9.841.27/0 100,00 5.703.300 100,00 9.640.670 97,96

Sumber : Data Penyaluran PKH Tahap | dan Il Tahun 2019, Kemensos



Penutup

Quick Win merupakan program percepatan yang
ditetapkan dalam rangka menstimulasi kinerja suatu
organisasi secara keseluruhan. Penetapan Program
Keluarga Harapan (PKH) sebagai Quck Win Kemenko
PMK dilakukan dengan proses yang teliti dan
perhitungan yang matang sesuai dengan prinsip —
prinsip penetapan Quick Win.

Pada pelaksanaannya, PKH terbukti dapat mencapai
target sesuai dengan yang diperkirakan sebelumnya.
Meskipun secara angka capaian target jumlah KPM tidak
mencapai target 10 juta KPM namun pada dasarnya
proses penyampaian PKH dapat dikatakan 100%, hal
tersebut mengingat terjadi penambahan angka yang
signifikan pada bantuan komponen lansia yang
sebelumnya masuk dalam bantuan di luar PKH (bantuan
komplementer).

Capaian yang diperbaharui secara intensif setiap 3
bulanan dengan capaian yang terstruktur dan
sistematis, menjadi inspirasi bagi upaya pencapaian
target —target Kemenko PMK lainnya. Hal tersebut dapat
dilihat bahwa semua target capaian dapat terpenubhi.

Kedepan PKH dapat dipertimbangkan menjadi kegiatan
Quick Win kembali. Namun dari aspek pembaharuan
tentunya harus dibuka kemungkinan mengangkat
program lain sebagai Quick Win Kemenko PMK, untuk
membuktikan bahwa kinerja Kemenko PMK akan tetap
prima pada setiap upaya pencapaian target —target
pembangunan manusia dan kebudayaan.



LAMPIRAN




LAPORAN HASIL
RAKOR PROGRES SIM PKH MENDUKUNG SKEMA NON FLAT TAHUN 2019
HARRIS VERTU HARMONI HOTEL JAKPUS, 15 JANUARI 2019

A. Dasar
Surat Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial,
Nomor 43/UND/D-11/KPS.02.00/01/2019 tanggal 9 Januari 2019

B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Rapat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2019 pukul 09.00 s.d. Selesai
WIB bertempat di Harris Vertu Harmoni, Jakarta Pusat

C. Peserta Rapat
Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Dan
perlindungan Sosial dan dihadiri oleh Kemensos, Kemendikbud, Bappenas, dan BPS

D. Hasil/Kesimpulan:

1. Penerima PKH 2019 tetap 10 Juta KPM

2. KPM yang menerima diatas Rp1,89 jt sebanyak 8.383.910 KPM

3. KPM yang menerima dibawah Rp1,89 jt sebanyak 1.616.090 KPM

4. KPM yang menerima dibawah Rp1,89 jt adalah KPM yang hanya memiliki 1
komponen anak SD, mendapatkan Bantuan Tetap Rp550.000,- dan SD Rp900.000,-
dengan total Rp1.450.000,-/4tahap/tahun

5. Untuk mengantisipasi gejolak pada keluarga dengan jumlah bantuan terendah (1
anak SD) maka bantuan disalurkan dengan skenario:
tahap | Rp775.000,- tahap Il Rp225.000,- tahap Ill Rp225.000,- tahap IV
Rp225.000,- dengan asumsi tahap | 2019 lebih besar dari penyaluran skema flat
2018 Sumber Kemensos
Penyaluran tahap Il perlu dipertimbangkan waktu penyalurannya untuk
menghindari kegaduhan.

. Kebijakan dan pelasanaan PKH tahun 2019 tidak boleh menimbulkan kegaduhan

7. Perlu segera dibuat NARAS! PENJELASAN terkait jumlah yang berbeda yang
diterima antar KPM pada minggu ketiga Januari 2019

8. Harus segera dilakukan sosialisasi kepada Korwil, Koreg, Korkab/Korkot,
pendamping, dan KPM pada bulan Februari 2019.

9. E-PKH telah siap mendukung pelaksanaan PKH dengan skema Non Flat pada tahun
2019

LAPORAN HASIL
IDENTIFIKASI MASALAH KEBIJAKAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KAB. SEMARANG
SEMARANG, 22 FEBRUARI 2019

A. Dasar
Surat Tugas Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan
Sosial, Nomor 395/D-11/KPS.02.00/02/2019 tanggal 19 Februari 2019

B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Kunjungan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 bertempat di Dinas
Sosial Kab. Semarang, Jawa Tengah

C. Peserta Rapat
Rapat dipimpin oleh Sekdinsos dan Kemenko PMK

D. Hasil/Kesimpulan:
A. Data Dasar
1. Data Umum, KPM 28.863 KPM SDM PKH 104 orang
2. Bank Penyalur PKH (Himbara) Bank BNI

B. Cara terbaik (Best Practice) Pengelolaan PKH (Uraikan)
Perhitungan PKH pada tahun 2019 adalah KPM pada dasarnya akan menerima
uang bantuan tetap senilai Rp 550 ribu/keluarga. Lalu, ditambah dengan faktor
kondisi anggota keluarga. Misalnya, bila di suatu keluarga ada ibu hamil, balita,
penyandang disabilitas, dan lansia, masing-masingnya akan mendapatkan
tambahan Rp 2,4 juta. Kemudian bila ada anak SD, akan mendapatkan tambahan
Rp 900 juta, SMP Rp 1,5 juta, serta SMA sederajat Rp 2 juta. Dengan adanya
perhitungan komponen beban keluarga seperti itu, tugas pendamping PKH
menjadi hal yang penting. Pendamping mempunyai tugas yang penting dan krusial
serta strategis untuk memastikan bantuan sosial tersebut disalurkan tepat
sasaran. Pendamping harus bersama-sama pemerintah daerah sampai kepala
desa melakukan verifikasi dan validasi KPM.
C. Masalah yang dihadapi di lapangan uraikan
* Penyaluran PKH (4T):
a. TepatSasaran
Kpm sudah masuk dalam daftar basis data terpadu
b. Tepat Waktu
Waktu penyaluran bansos dari pusat sudah tepat sesuai yang
dijadwalkan
c. TepatJumlzh
Jumlah sudah sesuai dengan komponen yang ditetapkan
d. Tepat Administrasi



Administrasi juga sudah lengkap. Semua dibuktikan dengan data fasilitas
pendidikan dan kesehatan
Kewajiban Keluarga penerima bansos PKH untuk kesehatan dan pendidikan
(perubahan perilaku keluarga)
Respon terhadap pertemuan bulanan (FDS/P2K2)
KPM PKH di Kabupaten Semarang pada tahun 2018-2019 selain pertemuan
rutin bulanan juga mendapatkan limu Pengatahuan / Materi terkait dengan
Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang diberikan oleh Pendamping
Sosial PKH setiap bulannya. Tahun 2019 ini terlihat lebih significant peserta
PKH yang hadir, lebih antusias dan bersemangat mengikuti Pertemuan
Kelompok / Family Development Session (FDS) karena bantuan PKH tahun
ini naik 2 kali lipat merupakan salah satu indictor semangat KPM.

e Graduasi peserta PKH

RAAN RECIATAN PERSENTASE TARGET CAPAIAN
CAPAIAN Th. 2018 PROGRES
Studi Literature Modul Materi P2K2/FDS 100% 100%
Coaching Mandiri Materi P2K2/FDS 85% 85%
Monitoring Pelaksanaan P2K2/FDS 80% 50%
Supervisi Pelaksanaan P2K2/FDS 70% 85%
E-Learning FDS Dalam Jaringan (Daring) SDM
PKH 50% 100%
Diklat Luring FDS PKH SDM PKH di BBPPKS
Regional Ili 15% 100%

Pengetahuan KPM tentang jaminan sosial dan bantuan sosial yang
didapatkan selaian PKH

Pemberdayaan ekonomi produktif kepada KPM dengan tujuan graduasi dari
PKH

Koordinator PKH dan Supervisor PKH melakukan pendampingan pemberian
motivasi kepada Pendamping PKH dan diharapkan pendamping bias
membantu KPM supaya kondisi ekonominya terangkat dari level
prasejahtera, pemberdayaan yang berkelanjutan dengan cara meningkatkan
capacity building anggota KPM PKH dibeberapa Kecamatan dan Desa.
Sampai saat ini usaha KPM yang berupa warung milik kelompok PKH
berjalan dengan baik, disertai dengan management usaha baik, pembukaan
rapih dan masih banyak lainnya.

1 Bergas MIATI 332214016009336 Ayam Petelur
2 Bergas ATIK SUSWANTI 332214000100070 AUaE Bl den Jou
Gypsun
3 Bergas UMI SA'DIYAH 332214000800240 Bekerja di Pabrik
4 Ungaran Timur SUSILOWATI 332215216050350 Bekerja di Pabrik
Suami bekerja sebagal
5 Getasan MAFIS SURAIDAH 332201017060801
Ustadz

6 Getasan SALAM 332201000500153 Berkebun
7 Getasan RENI PURWANTI 332201016002191 Sales Sepatu
8 Getasan YULI NUR SANTI 332201000300035 Sales Sepatu
9 Kaliwungu SUJINAH 332203100800061 Konveksi
10 Susukan SUYANI 332203002200184 Tukang Bangunan
11 Susukan SUPIYAH 332203002000155 Jualan Sayur
12 Susukan MOMON 332203002000078 Bekerja d Jakarta
13 Getasan YAMSIH 332201001100047 Juragan Sayur
14 Getasan NGADINEM 332201001100046 Juragan Sayur
15 Tuntang MINASARI 337303000100102 Juragan Sayur
16 Getasan AMINAH 332201016002412 Juragan Sayur
17 Getasan ESTER AMBARWATI |  332201000600603 S

pekerjaan baik
18 Getasan KURNELIUS 332201016050524 Juragan Sayur

* Komitmen Pemerintah Daerah dalam Verivali Data

* Dukungan dana sharing pemda 5% untuk PKH

* Kualifikasi dan Komitmen SDM Pendamping

* Jaminan Sosial bagi SDM PKH (sudah menggunakan BPJS
Kes/Ketenagakerjaan)

D. Masalah-masalah lainnya (uraikan)

1. Banyak KPM yang sudah dinilai mampu berdasarkan hasil survey masyarakat
sekitar dan aparat desa dari segi ek I dilapangan KPM
Penerima Bantuan

2. Kurang nya sosialisasi dari Pemerintah Daerah Kab. Semarang ke Pemerintah

P

Desa terkait bantuan sosial , baik Bantuan Sosial PKH maupun Bantuan Sosial
BPNT Sehingga koordinasi dilapangan antara Pendamping PKH dengan aparat




S:

desa setempat kurang baik, sehingga perlu adanya koreksi dari Pemerintah
daerah

Masalah terkait dengan penyaluran bantuan, banyak KPM yang beum memiliki
ATM sehingga masih banyak KPM yang mengambil bantuan di bank banyak
antri di antrian teller.

Belum berfungsinya SIKSNG menyebabkan KPM PKH yang menerima BPNT
belum semuanya bantuan sosial berupa beras dan telor / BPNT, dan belum
semua KPM PKH penerima BPNT belum masuk data Basic Data Terpadu (BDT)
karena alasan pindahan dari luar kota

Tidak diperkenankannya kpm pkh membentuk e warong karena alasan tidak
boleh menyalurkan bpnt, fakta yang terjadi di lapangan banyak kpm dirugikan
ketika penyaluran bansos ada, barang tidak layak sesuai harga pasaran. Agen
bukan lagi bebas karena hub dengan bank akan tetapi tunjukan dari
pendamping bpnt.

Akibatnya. Mau tidak mau kpm tidak bebas memilih mau membelanjakan
bantuannya ke warong2. Karena yang diperbolehkan beroperasi hanya desa.
Mainset desa masih seperti rastra jadi harus desa yang menyalurkan.

E. Saran dan usul solusi

1. Pemerintah Daerah harus segera melakukan sosialisasi terkait dengan
permasalahan diatas.

2. Pemerintah daerah memahami penuh pedoman umum penyaluran bansos
kemudian mensosialisasikan kepada semua jajaran di desa. Jadi tidak ada
penyalah gunaan wewenang dan aturan ditegakkan. Agar tujuan program
tercapai. Dan kpm bisa menerima sesuai haknya.

3. Pemerintah daerah perlu memberi sanksi tegas kepada tokoh oknum yang
berkepentingan jika di lapangan mempersulit usaha pemberdayaan kpm
untuk membuat usaha warong.

LAPORAN HASIL
IDENTIFIKASI MASALAH KEBUJAKAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KAB. LANDAK
LANDAK, 25 FEBRUARI 2019

A. Dasar
Surat Tugas Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan
Sosial, Nomor 452/D-11/KPS.02.00/02/2019 tanggal 22 Februari 2019

B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Kunjungan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 bertempat di Dinas
Sosial Kab. Landak, Provinsi Kalimantan Barat

C. Peserta Rapat
Rapat dipimpin oleh deputi 7 kemenko PMK dan SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten
Landak (Dinas Sosial).

D. Hasil/Kesimpulan:
1. Data Dasar
3. Data Umum

* KPM : 18,804
o SDM PKH : 88
* Anggaran : 25.791.395.000

4. Bank Penyalur PKH (Himbara) Bank Mandiri
2, Cara terbaik (Best Practice)Pengelolaan PKH (Uraikan)

e Ibu Hamil/Nifas/ Balita,
Fasilitas Kesehatan di masing masing desa/dusun memadai di dukung juga
dengan tenaga medis yang selalu berada di lokasi tugas, sehingga pada
saat petugas PKH melakukan pemantauan kehadiran peserta di faskes
dapat berkordinasi dan saling bekerjasama.

® SD, SMP, SMA/SMK, LANSIA, DISABILITAS
Fasilitas Pendidikan tersedia di desa/dusun terutama juga tenaga pendidik
sehingga pada saat pengecekan form kehadiran siswa penerima PKH dapat
di akomodir oleh pihak sekolah dan dapat bekerjasama,

e Lansia / Disabilitas
Lebih diperhatikan pelayanan kepada lansia dan disabilitas terutama selalu
memperhatikan kesehatan dan kebutuhan kebutuhan Ilansia dan
disabilitas.

3. Masalah yang dihadapi di lapangan uraikan
® Penyaluran PKH (4T):
e. TepatSasaran
Bantuan PKH yang diterima KPM masih ada yang belum di manfaatkan
untuk membeli keperluan anak anak sekolah dan biaya kesehatan, ini



menjadi tantangan bagi pendamping dalam mengontrol pemanfaatan
dana PKH, walaupun pendamping sosial selalu memberikan
pemahaman dan edukasi bahwa uang PKH di peruntukan untuk biaya
anak sekolah dan biaya kesehatan /gizi bagi yang sedang hamil, balita,
dan lansia.

f. Tepat Waktu
Jadwal penyaluran masih tidak tepat waktu yang seharusnya tahap | di
Januari namun Tahap | di bayarkan di bulan Januari.

g. Tepat Jumiah
Sudah tepat yaitu di sesuai dengan kebutuhan dimana jumlah masing
masing komponen di bedakan.

h. Tepat Administrasi
Perubahan data penerima hasil pemuktahiran masih banyak mengalami
kendala, terutama data yang sudah di mutahirkan di SIM PKH namun di
daftar bayar masih menggunakan data tahap sebelumnya.

Kewajiban Keluarga penerima bansos PKH untuk kesehatan dan pendidikan
(perubahan perilaku keluarga), perilaku keluarga mengalami perubahan
dimana peserta KPM PKH menganggap penting dalam mendorong anak anak
mereka dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.

Respon terhadap pertemuan bulanan (FDS/P2K2)

KPM PKH menyambut baik adanya kegiatan P2K2 karena dapat memberikan
edukasi dan pemahaman kepada mereka tentang pelayanann kesehatan,
pendidkan dan mengatur ekonomi keluarga.

Pengetahuan KPM tentang jaminan sosial dan bantuan sosial yang
didapatkan selaian PKH, masih kurang memahami karena kurangnya
sosialisasi dan nama nama program yang selalu berubah rubah. (cth Kartu
KPS/KKS).

Pemberdayaan ekonomi produktif kepada KPM dengan tujuan graduasi dari
PKH, KUBE : belum berjalan dengan baik karena pola pikir dalam mengelola
usaha masih minim

Graduasi peserta PKH

Beberapa KPM masih enggan untuk graduasi sehingga pendamping harus
memberikan pemahaman dan penjelasan bahwa bantuan tidak akan
selamanya.

Belum berjalannya komitmen Pemerintah Daerah dalam Verivali Data

Belum terealisasi dukungan dana sharing pemda 5% untuk PKH

Kualifikasi dan Komitmen SDM Pendamping, telah komitmen sesuai tugas
dan pokok

Jaminan Sosial bagi SDM PKH (sudah menggunakan BPJS
Kes/Ketenagakerjaan) masih belum sepenuhnya tercakup

4, Masalah-masalah lainnya (uraikan)
1. Saran untuk Program PKH agar tetap di lanjutkan.
2. Kepastian bagi kontrak kerja SDM terutama bagi SODM yang sudah mengabdi di

atas 5 tahun.

. Dukungan dari Pemerintah daerah terhadap Program Keluarga Harapan

terutama sharing daerah untuk dapat menambah biaya transport bagi SDM
PKH karena honor SDM PKH saat ini tidak sesuai dengan biaya transport SDM
ke lapangan.

. Pelatihan pelatihan/diklat bagi SDM PKH demi meningkatkan tenaga sosial

yang profesional.



LAPORAN HASIL
IDENTIFIKASI MASALAH PELAKSANAAN KEBUAKAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KAB. KARANGANYAR
KARANGANYAR, 8 MARET 2019

A. Dasar
Surat Tugas Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan
Sosial, Nomor 602/D-11/KPS.02.00/03/2019 tanggal 6 Maret 2019

B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Kunjungan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 bertempat di Pendopo
Kab. Karanganyar, Jawa Tengah

C. Peserta Rapat
Rapat dipimpin oleh Bupati Karanganyar dan Kemenko PMK

D. Hasil/Kesimpulan:
1. Data Dasar
a. Data Umum
e Penduduk
Jumlah penduduk kabupaten Karanganyar pada tahun 2019 berjumlah
864.021 Jiwa
* KPM
Jumlah penerima manfaat penerima bantuan social Program Keluarga
Harapan Kabupaten Karanganyar tahap | tahun 2019 berjumlah 31.753
keluarga.
* SDM PKH
Sumber daya manusia Program Keluarga Harapan Kabupaten
Karanganyar tahun 2019 berjumlah 124 orang yang terdiri :
1. 2 Koordinator Kabupaten
2. 2 Supervisior
3. 6 Adminitrasi Pangkalan Data
4. 114 Pendamping Sosial PKH
* Anggaran
Anggara dari pemda untuk PKH Kabupaten Karanganyar pada tahun 2019
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
b. Jumlah peserta dalam
e Provinsi Jawa Tengah tahap | tahun 2019 berjumiah 1.449.066 Keluarga
e Kabupaten Karanganyar tahap | tahun 2019 berjumlah 31.753 keluarga.
c. Bank Penyalur PKH (Himbara) Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Surakarta.

2. Target dan Realisasi Tahun 2019

REKAPITULASI JUMLAH PENYALURAN TAHAP | TAHUN 2019

NO KECAMATAN TARGET REALISASI PERSEN
1 | COLOMADU 1,166,325,000 | 1,166,325,000 | 100.00%
2 | GONDANGREJO | 3,512,650,000 | 3,512,650,000 | 100.00%
3 | JATEN 1,116,825,000 | 1,116,825,000 | 100.00%
4 | JATIPURO 1,411,150,000 | 1,411,150,000 | 100.00%
5 | JATIYOSO 2,265,150,000 | 2,265,150,000 | 100.00%
6 | JENAWI 2,233,200,000 | 2,233,200,000 | 100.00%
7 | JUMANTONO 2,697,475,000 | 2,697,475,000 | 100.00%
8 | JUMAPOLO 2,199,900,000 | 2,199,900,000 | 100.00%
9 | KARANGANYAR 2,614,775,000 | 2,614,775,000 | 100.00%
10 | KARANGPANDAN | 2,893,675,000 | 2,893,675,000 | 100.00%
11 | KEBAKKRAMAT 2,065,375,000 | 2,065,375,000 | 100.00%
12 | KERJO 1,636,675,000 | 1,636,675,000 | 100.00%
13 | MATESIH 2,398,550,000 | 2,398,550,000 | 100.00%
14 | MOJOGEDANG 4,425,575,000 | 4,425,575,000 | 100.00%
15 | NGARGOYOSO 2,362,600,000 | 2,362,600,000 | 100.00%
16 | TASIKMADU 2,229,000,000 | 2,229,000,000 | 100.00%
17 | TAWANGMANGU | 1,810,500,000 | 1,810,500,000 | 100.00%
Jumlah 39,039,400,000 | 39,039,400,000 | 100.00%

3. Cara terbaik (Best Practice) Pengelolaan PKH (Uraikan)
Ibu Hamil/Nifas/ Balita,SD, SMP, SMA/SMK, LANSIA, DISABILITAS

4. Masalah yang dihadapi di lapangan (Uraikan)
Penyaluran PKH (4T):

- Pendamping memberikan contoh dan selalu monitoring perkembangan

KPM, sehingga kerja pendamping bias terukur keberhasilannya.

i. TepatSasaran

- Terdapat data inclusion error yang ditemukan pendamping tetapi
KPM tidak berkenan mengudurkan diri dari kepersertaaan dan Pihak

Pemerintahan Desa tidak berkenan menyatakan mampu.

j. Tepat Waktu

- Letak Giografis Kabupaten Karanganyar merupakan pengunungan

yang menyebabkan ada beberapa desa yang jauh dari kota

kecamatan sehingga waktu penyaluran terlambat.
- Tidak semua kecamatan di kabupaten Karanganyar terdapat ATM

BNI
k. TepatJumlah

- Sudah tepat jumlah




I. Tepat Administrasi

- Sudah tepat Adminitrasi
Kewajiban Keluarga penerima bansos PKH untuk kesehatan dan pendidikan
(perubahan perilaku keluarga)

- Perubahan perilaku KPM PKH sudah berjalan dengan baik seiring
materi FDS disampaikan oleh pendamping.

Respon terhadap pertemuan bulanan (FDS/P2K2)

- KPM menyambut baik materi FDS/P2K2 karena mendapa ilmu,
wawasan dan tuntunan pendamping untuk menjadi keluarga
sejahtera.

Pengetahuan KPM tentang jaminan sosial dan bantuan sosial yang
didapatkan selaian PKH

- KPM sudah mendapat program komplementaritas yakni KIP, KIS dan
BPNT

5. Pemberdayaan ekonomi produktif kepada KPM dengan tujuan graduasi dari PKH

- Setiak kelompok KPM sudah memiliki Kelompok Usaha Bersama
(KUBE)
- KUBE KPM PKH yang sudah mendapat bantuan dari kementrian
social berjumlah 104.
Graduasi peserta PKH
Berdasarkan laporan pada bulan Februari tahun 2019 data graduasi
berjumiah 4.132 KPM dengan rincian sebagai berikut :
- Graduasi mampu : 531 KPM
- Graduasi Mandiri : 142 KPM
- Graduasi Non Kategori : 3.619 KPM
Komitmen Pemerintah Daerah dalam Verivali Data
- Kabupaten Karanganyar sudah melaksanakan Verivali data dan entry
SiknG berdasarkan hasil Musdes/Kel di setiap desa atau kelurahan.
Dukungan dana sharing pemda 5% untuk PKH
- PKH Kabupaten Karanganyar mendapat dana Sharing pemda pada
tahun 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
Kualifikasi dan Komitmen SDM Pendamping
- SDM Pendamping berjalan dengan baik.
Jaminan Sosial bagi SOM PKH (sudah menggunakan BPJS
Kes/Ketenagakerjaan)
- 124 SDM PKH Kabupaten Karanganyar sudah terdaftar di BPJS
Kesehatan dan ketenagakerjaan.

6. Masalah-masalah lainnya (uraikan)

1

Terdapat 3 KPM yang gagal Pembukaan Rekening Kolektif ( Burekol) dari
Kementrian social.

2. ATM BNI belum tersebar di seluruh kecamatan.

Sarana dan prasarana FDS belum tercukupi.

»n

7.

1
2.

KPM sudah mampu tidak berkenan mundur

Belum lengkapnya sarana dan prasarana di Sekretariat PPKH Karanganyar
beberapa PPKH kecamatan tidak memiliki sekretariat tetap di kantor
kecamatan

Kartu KKS Himbara eror,dan lain-lain.

. Saran dan usul solusi

BNI membuka ATM di seluruh kecamatan Se-kabupaten Karanganyar.

Perlu adanya kesepakatan antara PKH dengan Bank penyalur terkait daerah
yang tidak ada mesin ATM,

Perlu adanya pendataan yang dilakukan secara baik oleh pemerintah desa.
Perlu adanya penambahan dana sharing dari Pemda Karanganyar untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan PKH, seperti penyediaan form pemutakhiran
data dan lain-lain.

Perlu adanya Bimtek Reguler yang diadakan minimal 2 kali dalam setahun.

6. Perlu adanya kerjasama yang baik antara semua instansi terkait demi

8.

9.

terwujudnya PKH yang sukses.

Perlu adanya dukungan Pemda Karanganyar terhadap KUBE PKH Rintisan yang
sudah terbentuk di beberapa kecamatan.

Perlu adanya kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas
(SDM) Pendamping dalam bertugas di daerah.

Perlu adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan FDS di daerah.

10. Perlu adanya wewenang yang diberikan kepada Pendamping PKH dari

Kementerian Sosial dalam menggraduasi KPM sejahtera.



LAPORAN HASIL
RAPAT KOORDINASI DUKUNGAN DANA DAERAH UNTUK PKH
HOTEL AONE JAKPUS, 14 MARET 2019

. Dasar
Surat Deputi Bidang Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial
Kemenko PMK, nomor 546/UND/D-1I/KPS.02,00/03/2019 tanggal 12 Maret 2019.

. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Rapat dilaksanakan pada hari Kamis, 14 Maret 2019 pukul 09.30 s.d. 12.00 WIB
bertempat di Hotel AONE - Jakarta Pusat.

. Peserta Rapat
Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Jaminan Sosial Kemenko PMK dan dihadiri oleh

Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas
dan TNP2K.

. Hasil/Kesimpulan:

1.

Pada prinsipnya APBD dapat mendukung kegiatan PKH di daerah selama ada dasar
hukum yang melandasinya dan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah

. Dasar hukum untuk dukungan kegiatan PKH dalam APBD dapat dicantumkan dalam

Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2020 dan/atau
dicantumkan dalam perubahan Permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang
pedoman penyusunan APBD 2019 selama substansi untuk merubah Permendagri
tersebut dipenuhl

. Dasar untuk dukungan kegiatan PKH dalam APBD adalah Permensos 1/2018 dan SE

Mensos 202/MS/C/12/2018 Tanggal 28 Desember 2018

. Kemensos segera menyiapkan substansi dukungan kegiatan PKH untuk APBD baik

APBD 2019 maupun APBD 2020

. Kemensos dan Kemendagri segera melakukan rakornis untuk menindaklanjuti poin

1-6 pada minggu ke-3 Maret 2019

. Kemenko PMK agar mengkoordinasikan dukungan APBD terhadap bansos lainnya

seperti BPNT

LAPORAN RAPAT KOORDINASI
EVALUASI PENYALURAN PKH TAHAP | TAHUN 2019
HARRIS VERTU HARMONI HOTEL JAKPUS, 12 APRIL 2019

. Dasar

Surat Deputi Bidang Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial

Kemenko PMK, Nomor 792/UND/D-1I/KPS.02.00/4/2019

. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Rapat dilaksanakan pada hari Jum’at, 12 April 2019 di Hotel Harris Vertu Harmoni.

. Peserta Rapat

Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Jaminan Sosial, dan dihadiri oleh perwakilan dari
Kemensos, Kemenkeu, Kemenkes, Bappenas, Kemenag, Kemendikbud, TNP2K, dan

HIMBARA.

. Hasil/Kesimpulan:

1. Realisasi Kepesertaan PKH Tahap | Tahun 2019 adalah sebesar 9,487,793 KPM.
2. Realisasi Anggaran PKH Tahap | Tahun 2019 sebesar 12,255,307 T.
3. Update kepesertaan PKH Tahun 2019 Per Komponen

Wi ANAKSD | ANACSHP ANAKSWA|  DISIBATAS | LANSIA
] 6427638 330653 | 53460 B3| 13058
[aeep 365204 3562150 | 2642839 14| 1590255

4. Penyaluran PKH Tahap | dijadwalkan pada bulan Januari, Tahap Il pada bulan April,

Tahap Ill pada bulan Juli, dan Tahap IV pada bulan Oktober

5. Realisasi penyaluran bantuan tahap | ke rekening KPM sudah mencapai 100%,

dengan pencairan mencapai 99,64%.

6. Penyaluran Tahap Il diberikan kepada 9,817,866 KPM, dengan total nominal

bantuan sebesar 7,1 T.

7. Realisasi penyaluran bantuan tahap Il ke rekening KPM mencapai 99,96%, dengan

pencairan mencapai 82,15%.
8. Jumlah KPM PKH Graduasi sebanyak 65.535 KPM.




LAPORAN HASIL
RAKOR PROGRES SIM PKH MENDUKUNG SKEMA NON FLAT
HARRIS VERTU HARMONI HOTEL JAKPUS, 24 APRIL 2019

A. Dasar

Surat Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial,
Nomor 850/UND/D-11/KPS.02.00/04/2019, tanggal 16 April 2019

Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Rapat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 April 2019 pukul 09.00 s.d. Selesai
WIB bertempat di Harris Vertu Harmoni, Jakarta Pusat

Peserta Rapat
Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Jaminan Sosial dan dihadiri oleh Kemensos,
Kemendikbud, Kemenkes, Kemenkeu, Bappenas, BPS, BNI, BRI, BTN dan Mandiri

. Hasil/Kesimpulan:

1. ePKH berbasis web dari sisi pemutakhiran sudah siap dan sudah beroperasi;

2. ePKH berbasis android sudah selesai akan tetapi menunggu hasil pemutakhiran
data berbasis web;

3. Akan dilakukan Bimtek pemanfaatan web pada bulan Mei 2019 yang akan
difasilitasi oleh Kemenko PMK;

4, Akan dilakukan Bimtek pemanfaatan ePKH berbasis android pada bulan Juli 2019
yang difasilitasi Kemenko PMK;

5. Dashboard PKH sedang penyempurnaan dan akan selesai pada bulan Mei 2019
dan akan dilakukan Bimtek pada bulan Juni 2019;

6. Dalam hal pengamanan, ePKH menggunakan backup data Data Recovery Center
(DRC) di Surabaya

7. Penggunaan ePKH baik berbasis web maupun android akan beroperasi penuh
pada penyaluran tahap IV bulan Oktober 2019

8. KPM yang menerima diatas Rp1,89 jt sebanyak 8.383.910 KPM

LAPORAN RAPAT KOORDINASI
ESELON | INTEGRASI PKH DAN PIP
KEMENKO PMK, 7 MEI 2019

A. Dasar
Surat Deputi Bidang Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial
Kemenko PMK, Nomor 949/UND/D-11/KPS.02.00/05/2019.

B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, 7 Mei 2019 pukul 13.00 s.d. selesai bertempat di
Ruang Rapat Lt. 3, Kemenko PMK - Jakarta Pusat.

C. Peserta Rapat

Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan
Perlindungan Sosial, dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan
Keagamaan, Dirjen Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Kemensos, Dirjen
Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Dirjen Pendidikan Dasar dan
Menengah Kemendikbud, serta perwakilan dari Kementerian Agama, Bappenas,
TNP2K dan Kantor Staf Presiden.

D. Hasil/Kesimpulan:

1. Tujuan dari Integrasi Bansos PKH dan PIP adalah untuk efisiensi dan efektifitas
pemberian bansos.

2. Data terakhir untuk penerima KIP adalah data yang berasal dari Kementerian
Sosial.

3. Perlu kajian lebih mendalam terkait sasaran integrasi PKH dan PIP agar tidak
redundant antara keluarga dan individu.

4. Tugas pendamping untuk memperhatikan komplementaritas bansos lain kedalam
PKH.

5. Perlu rekonstruksi bansos jika PKH dan PIP diintegrasikan.

6. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait konsep integrasi serta skenario anggaran
integrasi PKH dan PIP.

7. Pagu indikatif setiap bansos masih sama di Kementerian Keuangan, menunggu
keputusan rapat tingkat tinggi.

8. Akan dibuat tim teknis yang terdiri dari perwakilan dari Kemenko PMK, Kemensos,
Kemendikbud, Kemenag, Bappenas, Kemenkeu, TNP2K, dan KSP.

9. Diskusi lanjutan akan diselenggarakan dalam kurun waktu 2 minggu dengan
dihadiri tim teknis minimal eselon 3.



LAPORAN PERJALANAN DINAS

DALAM RANGKA MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL

DI KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH
PALANGKARAYA, 26-28 MEI 2019

LAPORAN HASIL
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENGENDALIAN
PKH DI KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN
BANJARBARU, 21 JUNI 2019

Keobiiak
')

Program Keluarga Harapan

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan pada tanggal 26 — 28 Mei
2019 dengan mengunjungi Kantor Dinas Sosial Wilayah Kota Palangkaraya untuk
bertemu dengan pendamping PKH, kemudian mengunjungi rumah KPM yang ada
di Kota Palangkaraya.

Terdapat 3548 KPM yang ada di Kota Palangkaraya, dengan jumlah pendamping
sebanyak 62 orang. Bank penyalur yang digunakan di Kota Palangkaraya adalah
Bank BRI.

Hasil diskusi dengan SDM PKH Kota Palangkaraya mengenai kendala dan evaluasi:

a.

e

Penggunaan e-PKH yang masih belum disosialisasikan dengan baik. Beberapa
masalah teknis seperti input data perlu dijelaskan lebih lanjut.

Kurangnya alat bantu untuk menunjang kegiatan operasional pendamping
PKH, seperti alat peraga untuk FDS, dan komputer dan printer untuk operator
PKH.

Beban jumlah KPM yang tidak seimbang dengan jumlah SDM PKH yang ada,
idealnya satu SDM mengampu 200 — 250 KPM, tapi kenyataan di lapangan,
satu SDM bisa mengampu hingga 400 KPM.

Sertifikat diklat yang bisa digunakan sebagai syarat administrasi SOM PKH
belum diterima hingga saat ini. Jumlah SDM yang belum menerima ada 6
orang.

Hasil kunjungan ke rumah KPM Kota Palangkaraya:

KPM |, dari Desa Mendawai, dengan komponen anak sekolah. Wawancara
singkat menghasilkan data bahwa KPM ini mengerti apa itu PKH, dan
digunakan untuk apa bantuannya. Paham mengenai sanksi yang diberikan bila
tidak memenuhi kewajiban sebagai KPM. Menerima KIS, tapi tidak punya KIP.
KPM I, dari Desa Mendawai, dengan komponen anak sekolah. Mengerti
tentang PKH dan sanksinya bila tidak melaksanakan kewajiban PKH. Menerima
KIS dan KIP lengkap.

KPM 1Il, dari Desa Mendawai, dengan komponen anak sekolah. Mengerti
tentang PKH, jumlah iuran dan sanksinya bila tidak melaksanakan kewajiban.
Kendala KPM ini berada di jaminan kesehatannya yang belum ditanggung
negara padahal masuk ke dalam bdt. BPJS Kesehatannya masih dibayar secara
mandiri padahal KPM ini seharusnya berhak sebagai P8I.

Usulan yang muncul dari SDM PKH adalah untuk membuat semacam program
penghargaan pada KPM yang telah graduasi. Diharapkan bila terdapat program
semacam itu, motivasi untuk KPM lain untuk graduasi bisa meningkat.

[

Dasar
Surat Tugas Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan
Sosial, Nomor 1526/D-11/KPS.02.00/06/2019 tanggal 18 Juni 2019

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kunjungan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 bertempat di Kantor
Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Sosial Kota Banjarbaru, Kalimantan
Selatan

Peserta Rapat
Rapat dipimpin oleh Deputi KSP beserta Asisten Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Hasil/Kesimpulan:
A. Data Dasar
* Penduduk =248.423 Jiwa
e KPM = 59.488 KPM
* Anggaran = 5.528 KPM
® SDMPKH =25
e Bank Penyalur PKH (Himbara) Bank Rakyat Indonesia (BRI)

B. Cara terbalk (Best Practice) Pengelolaan PXH (Uraikan)

e Cara terbaik dalam memberikan pendampingan kepada KPM PKH adalah

dengan cara menyampalkan informasi dan aturan kepada KPM.

pendampingan dan kepada Ibu Hamil
memeriksakan kandungan saat masa kehamilan, Dalam masa kehamilan, Ibu
hamil sangat dianjurkan untuk memeriksakan kandungan sekali pada usia
kandungam trimester pertama, sekali pada usia kandungan trimester kedua
dan dua kali pada usia kandungan trimester akhir. Jadi total keseluruhan
pemeriksaan kandungan pada ibu hamil ada empat kali diperiksakan kepasa
bidan agau dokter.

* Pemberian arahan untuk

e Kemudian pemberian pendampingan terbaik pada ibu Nifas. Tidak hanya
cukup dengan memberikan pendampingan pada ibu hamil selanjutnya
adalah memberikan pendamping kepada 7 hari pertama setelah
melahirkan dan sampai pasca melahirkan selama 40 hari.

* Pemberian pendampingan pada Balita untuk tetap mengikuti POSYANDU di
setiap bulan. Anjuran ini untuk memastikan bahwa balita akan mendapatkan
imunisasi dan juga mengetahui perkembangan bayi serta pemberian vitamin

A dan sebagainya.




Pendampingan KUBE maupun pengelolaan keuangan agar KPM segera Bisa
mandiri dan berdaya saing sesuai dengan visi misi Bupati Klaten.

Selanjutnya pemberian pelayanan terbaik kepada komponen pendidikan
yaitu SD, SMP, SMA/SMK dengan cara menganjurkan supaya mengikuti
Kegiatan Belajar Mengajar. Komponen pendidikan yang harus mengikuti
masa pembelajaran di dalam kelas atau kegiatan belajar mengajar paling
sedikit 85 persen kehadiran di dalam KBM akan diverifikasi absensi di
sekolahnya oleh Pendamping.

Lalu, pemberian pendampingan terbaik kepada LANSIA, yaitu dengan
menganjurkan mengikut POSBINDU yaitu dimaksudkan untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan setiap bulan dan vitamin.

Kemudian yang pemberian pelayanan terbaik kepada DISABILITAS
memberikan akses kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam arti khusus
adalah menyalurkan dan memastikan mendapatkan bantuan dari
pemerintah.

C. Masalah yang dihadapi di lapangan uraikan

Penyaluran PKH (4T):

a. TepatSasaran
Jawab = penyaluran bantuan kepada KPM terdapat beberapa kendala
dalam hal ketepatan sasaran. Adapun kendalanya adalah berkaitan
dengan data yang digunakan merupakan data BDT 2015 yang masih
belum terupdate. Sehingga, memunculkan istilah data inclussion dan
exclussion error. Namun demikian, hal ini sudah dilakukan perbaikan
data melalui Verval BDT maupun lewat Graduasi Mampu maupun
Mandiri.

b. Tepat Waktu
Jawab = penyaluran bantuan kepada KPM PKH selalu tepat waktu.
Maksudnya adalah, dengan sudah diinstruksikan jika saldo dari
HIMBARA sudah masuk kepada KKS setiap KPM, maka Pendamping
menginstruksikan kepasa KPM untuk memeriksa isi saldo KKSnya.
Selanjutnya agar bisa diambil di dari dalam mesin ATM dan tentunya
dengan pendampingan dari Pendamping.

c. TepatJumlah
Jawab = penyaluran bantuan KPM PKH selama ini selalu sesuai dengan
jumlah nominal yang semestinya.

d. Tepat Administrasi
Jawab = penyaluran bantuan kepada KPM PKH selalu menggunakan
form bantu yaitu untuk memberikan kontrol terhadap KPM yang sudzh
maupun belum mengambil bantuan, kelengkapan data dukung, dan
BNBA dari KPM.

Kewajiban Keluarga penerima bansos PKH untuk kesehatan dan pendidikan
(perubahan perilaku keluarga)

Jawab = kewajiban dalam hal perubahan perilaku keluarga penerima
Bantuan Sosial yang disebut KPM dalam bidang:

a. Kesehatan: harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
dan mengolah sampah / limbah rumah tangga, memiliki jamban yang
sehat dan memiliki sanitasi berbasil lingkungan.

b. Pendidikan: KPM PKH harus berpola pikir bahwa pendidikan adalah
penting untuk menjadikan suatu kewajiban orang tua dan hak bagi
setiap anak untuk mengenyam pendidikan seminimalnya adalah wajib
belajar sembilan tahun (wajar 9 tahun). Selain daripada itu, pendidikan
dan kesehatan adalah hal yang utama dibandingkan dengan keinginan
yang bersifat tidak wajib dipenuhi.

Respon terhadap pertemuan bulanan (FDS/P2K2)

Jawab = Respon thpd P2K2 :

pada pelaksanaan P2K2 KPM memberikan KPM mreespon positif, KPM
antusias mengikuti P2K2 yang diberikan oleh pendamping. KPM merasa
mendapat ilmu baru yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari,
diantaranya tentang metode pengasuhan dan pendidikan anak, pengelolaan
keuangan dan usaha, menjaga kesehatan, perlindungan anak, serta
pelayanan kepada lanjut usia, dan disabilitas. Dengan respon positif ini
pendamping menekankan untuk mendorong KPM agar benar-benar
menerapkan P2K2, sehingga terjadi perubahan perilaku positif KPM yang
juga menjadi tujuan utama P2K2.

Pengetahuan KPM tentang jaminan sosial dan bantuan sosial yang
didapatkan selaian PKH

Jawab = Disetiap pertemuan Kelompok, pendamping selalu memberikan
informasi tentang komplementaritas yang didapatkan peserta PKH, dan
mengupayakan agar KPM PKH mendapatkan bantuan komplementaritas
lainnya seperti bantuan KUBE, KIS, KIP, dan RTLH.

Pemberdayaan ekonomi produktif kepada KPM dengan tujuan graduasi dari
PKH

Jawab = Sudah dilakukan pemberdayaan dalam bentuk Kelompok Usaha
Bersama (KUBE).

Graduasi peserta PKH

Jawab = KPM PKH Kota Banjarbaru yang Graduasi sebanyak 81 KPM dengan
rincian:

a. Kec.Cempaka: 17

b. Kec. Landasan Ulin: 49

Kec. Liang Anggang : 4

Kec. Banjarbaru Selatan : 6

Kec. Banjarbaru Utara: 5

»a o



Komitmen Pemerintah Daerah dalam Verivali Data

Jawab = Proses Pendampingan tak lepas dari tanggung jawab pemerintah
daerah karena meskipun bantuan ini berasal dari Kementerian langsung,
akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap menggandeng pemerintah daerah
sebagai penanggung jawab dari wilayah, penduduk, data dan sebagainya.
Terhitung sejak awal tahun 2019, peran dan komitmen pemerintah daerah
dituntut dalam pertanggungjawaban data Keluarga Miskin. Oleh karena itu,
Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memperbaiki data keluarga miskin.
Kota Banjarbaru pada bulan November sudah melakukan verval data BDT,
dan akan terus dilakukan perbaikan data BDT, dan Kota Banjarbaru di setiap
desa sudah operator Desa yang bertugas untuk mengentry data BDT lewat
aplikasi SIKS NG.

Dukungan dana sharing pemda 5% untuk PKH

Jawab = dana sharing sudah ada menyesuaikan kemampuan APBD Kota
Banjarbaru

Kualifikasi dan Komitmen SDM Pendamping

Jawab = Kualifikasi dan Komitmen SDM PKH dalam mengawal dan menjalan
progam sudah baik

Jaminan Sosial bagi SDM PKH (sudah menggunakan BPJS
Kes/Ketenagakerjaan)

Jawab = Sudah menggunakan Jaminan Sosial yang diakomodir oleh
Sekretariat Kabupaten yang tiap bulan akan langsung di auto debet dari
rekening SDM PKH Kota Banjarbaru

D. Masalah-masalzh lainnya (uraikan)
Jawab =

1
2,
3.

Masih terdapat KPM PKH yang tergolong mampu atau inclussion error.
Masyarakat kurang mampu belum terdaftar dalam PKH.

Peserta PKH yang menerima bantuan sosial BPNT masih terkendala Saldo 0
dan sampai sekarang masih belum dapat solusi .

Masalah pada anak peserta PKH yang pernah mendapatkan KIP akan tetapi
kemudian tidak mendapatkan KIP lagi.

Solusi KIP anak PKH yang belum ada jalan keluarnya.

LAPORAN RAPAT KOORDINASI PROGRES E-PKH
HARRIS VERTU HOTEL JAKPUS, 25 JUNI 2019

A. Dasar
Surat Deputi Bidang Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial
Kemenko PMK, Nomor 1228/UND/D-II/KPS.02.00/06/2019.

B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Juni 2019 pukul 09.30 s.d. selesai bertempat
di Hotel Harris Vertu, JI. Hayam Wuruk No. 6 Kec. Gambir - Jakarta Pusat.

C. Hasil/Kesimpulan:

1. Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Jaminan Sosial, dihadiri oleh Asisten Deputi
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat, Asisten
Deputi Pelayanan Kesehatan serta perwakilan dari Kementerian Keuangan,
Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Bappenas, TNP2K dan Himbara.

2. e-PKH mencakup Validasi, Pemutakhiran, Verifikasi, Pertemuan Peningkatan
Kemampuan Keluarga (P2K2), Terminasi, Penyaluran, Pengaduan, Data Peserta
dan Anggota serta Pelaporan Pendamping.

3. e-PKH akan beroperasi penuh pada bulan Juli untuk penyaluran Tahap IV tahun
2019 dengan menggunakan sistem offline dan online.

4, Kementerian Sosial akan melaksanakan ToT (Training of Trainers) e-PKH pada
bulan Juli 2019.

5. Sosialisasi e-PKH akan dilakukan oleh Kemenko PMK pada bulan Juli atau Agustus
2019.

6. Masukan dari K/L untuk pengembangan e-PKH dapat disampaikan kepada

Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos secara tertulis.

Akses dashboard e-PKH akan diberikan kepada K/L setelah dashboard selesai
(read-only).

8. Penyelesaian dashboard e-PKH ditargetkan pada bulan Juli 2019.

N



LAPORAN RAPAT KOORDINASI
EVALUASI PENYALURAN PKH TAHAP Il TAHUN 2019
HOTEL SARI PACIFIC, 30 JULI 2019

A. Dasar
Surat Deputi Bidang Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial
Kemenko PMK, Nomor 1588/UND/D-11/KPS.02.00/7/2019

. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, 30 Juli 2019 di Hotel Sari Pacific.

Peserta Rapat

Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Jaminan Sosial, dan dihadiri oleh perwakilan dari
Kemensos, Kemenkeu, Kemenkes, Bappenas, Kemenag, Kemendikbud, TNP2K, dan
HIMBARA,

. Hasil/Kesimpulan:

Rapat dipimpin oleh Asdep Jamsos dan dihadiri perwakilan Bappenas,
Kemendagri, Kemensos, kemenkes, Kemendikbud, Kemenag, BPS, TNP2K, &
HIMBARA
Evaluasi pelaksanaan PKH TW Il dan persiapan penyaluran PKH tahap Il telah
dilengkapi dengan data kepesertaan dr Kemensos per Komponen.
Realisasi penyaluran PKH tahap Il per tgl 30 Juli 2019 sebanyak 9,8 Juta KPM
dengan anggaran sebesar Rp7,1 Triliun.
Hasil rekap realisasi HIMBARA sebanyak 9,7 Juta KPM atau sekitar 99% KPM telah
melakukan pencairan dana bansos.
Saat ini telah dilaksanakan penyaluran tahap Il dengan SP2D 9,4 Juta KPM dengan
anggaran Rp.7,5 Triliun.
Realisasi kepesertaan tahap Ill per jiwa berdasarkan komponen, yaitu:

o Bumil : 132.464
Balita : 3.047.581
SD :6.152.021
SMP : 3.393.077
SMA : 2.638.264
Disabilitas : 101.378
Lansia : 2.676.801
Modul Ekonomi dim Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)/FDS,
telah disempurnakan dengan bahan modal usaha guna meningkatkan
perekonomian KPM.

0O 0 0 0 0

Kementerian Sosial telah melakukan langkah kerjasama dg Kemenperin utk
menumbuhkan wirausaha baru khususnya sektor industri kecil&menengah (IKM).
Penyediaan modal dan peralatan akan disediakan oleh Kemenperin sementara
peserta dari Kemensos.

Target graduasi KPM PKH th. 2019 sebanyak 800ribu KPM (8%) dari 10 Juta KPM
dan utk tahun 2020 ditargetkan graduasi sebanyak 1 Juta KPM (10%) dari 10 Juta
KPM.

Tindaklanjut hasil rapat:

o Kemensos akan melakukan survei terkait dengan surat edaran (SE) Dirjen
Linjamsos perihal kalimat Prasejahtera pada stiker KPM PKH yang sudzh
mampu tetapi menerima bansos PKH.

o Terdapat potensi kekurangan anggaran bansos PKH untuk penyaluran
tahap IV bulan Des dikarenakan adanya peningkatan komponen lansia dan
balita hasil data validasi penyaluran PKH tahap Il th. 2019.

o Akan dilakukan pertemuan khusus pokja data terkait dengan inclusion dan
exclusion error dengan mempersiapkan data kepesertaan dari Kemenag,
Kemendikbud (PIP) dan Kemensos (PKH).

o Mengefektifitaskan program “LAPOR" terkait pengaduan bantuan sosial
(Kemensos, Kemendikbud dan Kemenag).



LAPORAN RAPAT KOORDINASI
EVALUASI PELAKSANAAN PKH TRIWULAN 11l TAHUN 2019
HOTEL AONE JAKPUS, 18 OKTOBER 2019

A. Dasar

Surat Deputi Bidang Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial
Kemenko PMK, Nomor 2162/UND/D-11/KPS.02.00/10/2019

B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Rapat dilaksanakan pada hari Jum’at, 18 Oktober 2019 di Hotel AOne, Jakarta Pusat.

C. Peserta Rapat

Rapat dipimpin oleh Asdep Jamsos dan dihadiri perwakilan K-PMK, Kemendagri,
Kemenkeu, Kemensos, Kemenkes, BPS, TNP2K dan HIMBARA.

D. Hasil/Kesimpulan:

1. Realisasi cakupan KPM PKH pada Tahap Ill, baru mencapai 9,5 juta dari 10 Juta KPM
per 14 Oktober 2019 dikarenakan proses pemutakhiran DTKS terus dilakukan
Kemensos untuk mencapai 10 juta di Tahap IV;

2. Realisasi penyaluran tahap Il ke rekening KPM mencapai 98,7% hal tersebut
dikarenakan terdapat beberapa KPM yang tidak komitmen melaksanakan kewajiban
sehingga terjadi penangguhan yang akan dibayarkan di tahap IV jika telah
memenuhi kewajiban;

3. Realisasi graduasi KPM per Triwulan | sebesar 131.280 KPM dari target 800.000
KPM tahun 2019 dengan pemutakhiran data graduasi yang terus dilakukan
kemensos;

4. Realisasi anggaran PKH Tahun Anggaran 2019 per 14 Oktober 2019 telah mencapai
100%;

5. Bisnis proses PKH pada Tahap Il dan IV sudah dibantu dengan aplikasi e-PKH,
dengan penyaluran menggunakan aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan Anggaran Negara);

6. Penanganan penyesuaian indeks bantuan telah dilakukan sosialisasi/penjelasan
kepada Dinsos Prov seluruh Indonesia melalui Surat Edaran Direktur Jaminan Sosial
Keluarga Kemensos RI Nomor 1497/0LJS.JSK/BS.01.03/9/2019 tanggal 30 September
2019 perihal Pemberitahuan Penyesuaian Indeks Bansos PKH Tahap IV;

7. Terkait pelanggaran kode etik pendamping PKH dan hasil koordinasi dengan
Kemensos dan korkot PKH makassar, kasus telah terselesaikan dan pendamping
PKH yang melanggar kode etik telah diberhentikan oleh kemensos dan siap di
limpahkan ke kejaksaan.

LAPORAN RAPAT KOORDINASI
PROGRES PELAKSANAAN KEBIJAKAN E-PKH
HOTEL SARI PACIFIC JAKPUS, 14 NOVEMBER 2019

. Dasar

Surat Deputi Bidang Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial
Kemenko PMK, Nomor 2417/UND/D-I/KPS.02.00/11/2019

. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Rapat dilaksanakan pada hari Kamis, 14 November 2019 di Hotel Sari Pacific, Jakarta
Pusat,

. Peserta Rapat

Rapat dipimpin oleh Asdep Jamsos dihadiri perwakilan dari Kemensos, BPS, Kemenkes,
Kemenag, Kemendikbud, Kemendagri dan HIMBARA

. Hasil/Kesimpulan:

1. Rapat membahas i

genai progres pelak 1 e-PKH.

2. Aplikasi e-PKH telah digunakan mulai penyaluran tahap Ill tahun 2019.

3. Dashboard e-PKH masih dalam proses finalisasi.

4. Kemensos telash men-distribusikan alat pengolah data berupa pc sebanyak 1.115

unit dan tablet 623 unit, dan sisanya akan dianggarkan pd tahun 2020.

Kemensos telah melaksanakan Sosialisasi dan Bimtek e-PKH di 22 Provinsi.

6. Kemensos akan berkoordinasi dengan EMIS (Education Management Information
System) Kemenag terkait akses data madrasah paling lambat pd bulan Desember
2019.

7. Kemensos akan berkoordinasi dg Kemendikbud terkait database PAUD Dikmas utk
masuk ke dalam aplikasi e-PKH.

8. Kemensos akan berkoordinasi dg Pusdatin Kemenkes terkait update data

o

Puskesmas dan Individual Synchronize Aplikasi Keluarga Sehat paling lambat pd
bin Des 2019.

9. Realisasi Penyaluran PKH sampai level kab/kota agar dpt disampaikan ke BPS pd
bulan Nov 2019.

10. Dalam aplikasi e-PKH akan diintegrasikan dg OMSPAN.



LAPORAN HASIL
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PKH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
HOTEL ARYA DUTA MAKASSAR, 24-25 NOVEMBER 2019

A. Dasar
Surat Tugas Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan
Sosial, Nomor 3401/D-11/KPS.02.00/11/2019 tanggal 15 November 2019.

B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Kegiatan pemantapan dilaksanakan pada hari Minggu s.d. Selasa, tanggal 24 s.d. 25
November 2019 bertempat di Hotel Arya Duta, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi
Selatan.

C. Hasil/Kesimpulan:

1

Pembukaan oleh Kepala Bidang Asistensi Sosial dengan membawakan sambutan
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial.
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial
bersyarat yang diberikan kepada keluarga kurang mampu dan rentan yang
terdaftar dalam basis data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang
tidak mampu.

Pada tahun 2019 target kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai
10.000.000 KPM dengan skema bantuan non-flat. Pelaksanaan program ini
dibantu oleh 40.000 orang SDM yang berperan dalam verifikasi dan validasi di
lapangan serta melaksanakan pertemuan bulanan, biasa disebut pertemuan
peningkatan kemampuan keluarga (P2K2).

PKH dapat disinergikan dengan program pemerintah yang lain, salah satunya
adalah program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Gerakan Nasional
Revolusi Mental (GNRM) bertujuan untuk mendorong perubahan untuk kemajuan
bangsa.

. Ada tiga nilai yang ditanamkan kembali melalui gerakan ini, yaitu Integritas, Etos

Kerja dan Gotong Royong. Untuk mensukseskan program GNRM, telah diinisiasi 5
(lima) aksi nyata gerakan Revolusi Mental, yaitu Gerakan Indonesia Melayani,
Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, Gerakan Indonesia Bersih
dan Gerakan Indonesia Bersatu.
Maksud akhir dari pelaksanaan Pemantapan Gerakan Indonesia Bersih SDM PKH
dalam Menciptakan Lingkungan Bersih dan Budaya Gotong Royong adalah
perubahan sikap dan perilaku Keluarga Penerima Manfaat PKH. Bertujuan untuk:
a. Mengembangkan wawasan, karakter dan pengetahuan tentang Gerakan
Indonesia Bersih SDM PKH dalam pelaksanaan tugasnya kepada KPM PKH.
b. Meningkatkan peran dan kontribusi nyata SDM PKH dalam melakukan
kegiatan pertemuan kelompok dan pertemuan peningkatan kemampuan

keluarga (P2K2) atau Family Development Session untuk seluruh peserta
PKH untuk tujuan perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku.

c. Menanamkan nilai-nilal revolusi mental yang mencakup Integritas, etos
kerja dan gotong royong pada para SDM PKH dan KPM PKH.

7. Dasar hukum pengelolaan sampah

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

c. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi
Naslonal Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga

e. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah
Laut

f. Peraturan Menteri LH No. 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
melalui 3R

8. Kondisi yang diharapkan setelah pembekalan ini dapat tergambar dari perubahan
cara pandang, pola pikir, sikap-sikap, nilai-nilai perilaku masy dim hidup bersih &
sehat dim lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas
lingkup kab maros.

9. Terciptanya persepsi yang sama dalam pengelolaan sampah oleh pemerintah,
swasta dan masyarakat.

10. Kab Maros memiliki limbah sampah yang sangat potensial balk itu sampah organik
& anorganik. Namun nilai jual sampah & tempat penampungan sampah msih
terbatas sehingga tata kelola sampah masih belum menjadi primadona.

11. Tim Mountrash menekankan bahwa sampah menjadi bahan bernilai ekonomis
ketika dikelola dgn baik. Perlu dibangun jejaring pelaku bisnis sampah dgn
membangun ekosistem bisnis sampah yg sustain dan infrastruktur model bisnis
tata kelola sampah dengan melibatkan pelaku bisnis lokal, pengepul sampah dan
Pemda terkait.

12. Peran SDM PKH Kab Maros menjadi strategis dalam mensosialisasikan GIB dengan
mendorong perubzhan perilaku kepada KPM dari yang sebelumnya membuang
sampah sembarangan, menjadi perilaku KPM yang membuat sampah bernilai
ekonomis sehingga dapat membantu perekonomian keluarga dan masyarakat.

13. Penyusunan Renaksi SDM PKH dituangkan melalui format sebagai bahan
implementasi SOM PKH dim program GNRM GIB dilingkup Kab. Maros.
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LAPORAN HASIL
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENGENDALIAN
KEBIAJAKAN PELAKSANAAN PKH DI PROVINSI PAPUA BARAT
PAPUA BARAT, 6 DESEMBER 2019

N

Dasar
Surat Tugas Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan
Soslal, Nomor 3696/D-11/KPS.02.01/12/2019 tanggal 4 Desember 2019,

Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 bertempat di Dinas
Sosial Provinsi Papua Barat,

Hasil/Kesimpulan:
1. Kunjungan dilakukan ke dinas sosial dan diterima Kepala Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial Provinsi Papua Barat.
2. Realisasi penerima manfaat PKH tahap IV tahun 2019 Provinsi Papua Barat
sebesar 32.754 KPM, dengan rincian sebagai berikut:

1 | PAPUA BARAT | FAKFAK 3.815 2.484.050.000
2 | PAPUA BARAT | KAIMANA 957 742.625.000
3 | PAPUA BARAT | KOTA SORONG 10.182 6.746.300.000
4 | PAPUA BARAT | MANOKWARI 7.684 4,976.125.000
5 | PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN 1.260 772,900.000
6 | PAPUA BARAT | MAYBRAT 1.989 1.786.700.000
7 | PAPUA BARAT | PEGUNUNGAN ARFAK 288 157.425.000
8 | PAPUA BARAT | RAJA AMPAT 614 448.650.000
9 | PAPUA BARAT | SORONG 2.492 1.611.925.000
10 | PAPUA BARAT | SORONG SELATAN 166 155.200.000
11 | PAPUA BARAT | TELUK BINTUNI 2.209 1.476.375.000
12 | PAPUA BARAT | TELUK WONDAMA 1.098 846.950.000

3. Daerah 3T masih menjadi kendala dalam penyaluran PKH, khusunya pihak bank
yang membutuhkan dana besar dalam penyaluran.

4. Masih minim anggaran APBD untuk mendukung kegiatan penyaluran PKH.

5. Data administrasi yang masih bermasalah untuk beberapa calon penerima bansos
PKH, sehingga bank tidak dapat memproses.

6. E-PKH sudah mulai berjalan sejak tahap Ill tahun 2018,




7. SDM PKH masih hal baru untuk menggunak android, sehingga masih butuh
pelatihan untuk pengoperasian E-PKH.

8. Papua Barat memiliki 349 SDM, terdiri dari 2 Korwil, 11 Korkab, 16 Operator
Kab/Kota, 3 Operator Provinsi dan 317 Pendamping.

9. Penyaluran membutuhkan waktu yang sedikit lama dalam penyaluran karena
kondisi daerah 3T.

10. Untuk gerakan indonesia bersih, masyarakat masih labil dalam hal keberihan, hal
tersebut sudah disampalkan dalam P2K2.

11. Masyarakat masih terpengaruh dengan budaya yang masih belum mengutamakan
kebersihan.

Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan PKH TW IV Tahun 2019
KEMENKO PMK, 12 DESEMBER 2019

Dengan hormat, kami sampaikan hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan PKH TW IV Tahun 2019
pada tanggal 12 Desember 2019, bertempat di Kemenko PMK sebagai berikut:

1.

Rapat dipimpin Asdep Jamsos dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Sosial,
Kementerian PPN/Bappenas, Kemdikbud, Kemenag, TNP2K dan Himbara;

Program Keluarga Harapan merupakan quick wins Kemenko PMK pada tahun 2020.
Program ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan
jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya

r gkatkan Indeks Pembang )y Manusia (1PM).
Capalan penyaluran tahap IV Program Keluarga Harapan sampai dengan Desember
2019 melalui aplikasi e PKH, sebesar 100%.

Jumlah Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan sampai
dengan tahap IV 2019 sebanyak 1.742.917.

Dalam rangka meningkatkan kualitas graduasi, akan dilakukan penguatan sistem
informasi manajemen dengan mengakomodasi mekanisme updating data terpadu
kesejahteraan sosial (DTKS).

Calon peserta PKH harus bersumber dari DTKS kecuall peserta PKH adaptif seperti
korban bencana alam, bencana sosial, dan komunitas adat terpencil. Payung hukum
lengembangan PKH adaptif ini, sedang dalam proses penyusunan.

Pagu Anggaran PKH tahun 2020, sebesar 29,9 Trilyun dengan Indeks bantuan sosial
KPM PKH terdiri dari :

* Bumil dan anak usia dini sebesar Rp3jt

* SD sebesar Rp900rb

* SMP sebesar Rpl1.5jt

* SMA sebesar Rp2jt

Lanjut usia dan disabilitas berat sebesar R2.4jt




LAPORAN RAPAT KOORDINASI
PROGRES DASHBOARD PKH
KEMENKO PMK, 13 DESEMBER 2019

A. Dasar
Surat Deputi Bidang Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial
Kemenko PMK, Nomor 2617/UND/D-1I/KPS.02.00/12/2019

B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Rapat dilaksanakan pada hari Jumat, 13 Desember 2019 di Ruang Rapat Lt. 11, Gedung
Kemenko PMK, Jakarta Pusat.

C. Peserta Rapat
Rapat dipimpin oleh Asdep J dihadiri per
K K k B

1 dari Kemendagri, Kemenkeu,
ppenas, Kemenag, Kemendikbud, BPS, TNP2K, dan HIMBARA.

D. Hasil/Kesimpulan
1. Pembangunan dashboard PKH sedang berjalan dan sudah mencapai progres 80%

2. Ujicoba akan dilakukan pada bulan April 2020

3. Sosialisasi akan dilakukan pada semester 1 tahun 2020

4, Dashboard PKH akan diberikan akses secara terbuka kepada user

5. Masukan-masukan terkait dengan tampilan dashboard dan data yang akan

ditampilkan dapat disampaikan secara langsung kepada Direktorat Jaminan Sosial
Keluarga Kemensos.



